BUPATI PESISIR SELATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
KOMOR : 501355 /Kpts/BPT-P5/2018

TERTAKG

PEMBENRTURKAN TIM PENYUSUN SKOR POLA PARNGAN HARAPANW
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUK 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangks menentukan skor Pola Pangzn
; Harapan Kabupaten Pesisir Selatan Tzhun 2012,
. periu dibentuk Tim Penyusun Skor Pola Pangan
Harapan Kabupaten Pesisir Selatan Tzhun 2018,
yang mengerti dan berkompeten dalam data pola

konsumsi serta cakap dalam pengolzhan datz;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf 2z, perlu menetapkan
Keputusan Bupati Pesisir Selatan  tentang
Pembentukan Tim Penyusun Skor Pola Pangzn
Harapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dazlam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengzh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
P Nomor 25| Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun
' 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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11.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentzng
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jzwab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republic
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tamhzhzn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tazhun 2004 tentzng
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Puszt dzn
Pemerintah Daerah (Lembaran Negarz Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambzhzn
Lembaran Negara Republik Indonesiza Nomor 4435);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentzng
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesiz Tzhun
2012 Nomor 227, Tambahan Lembzaran Negzra
Republik Indonesia Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 23 Tzhun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 HNomor 244, Tambzhzn
Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomor S587),
sebagaimana telah beberapa kali diubzh terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tzhun 20153
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undzng
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dzerzh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negzra
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002
tentang Ketahanan Pangan (Lembaran N egara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4254);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
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19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan,
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal,

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Kebijakan Perberasan,;

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor  43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang
Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Gubermnur Sumatera Barat Nomor 32
Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Provinsi Sumatera Barat;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2018,

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun
2010 tentang  Percepatan  Penganekaragaman
Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Dava Lokal di
Kabupaten Pesisir Selatan;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun
2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturnn Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2018;

-
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Menetapkan
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Penyusun Skor Pola Pangan Harapan

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2018 digunakan sebagai alat ukur tingkat
pencapaian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan (P2KP) Kabupaten Pesisir Selatan;

: Tim Penyusun Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten

Pesisir Selatan, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut .

1. Mengambil data Sensus Ekonomi Nasional sebagai
data sekunder yaitu keluarga rumah tangga untuk
pemenuhan pangan keluarga dalam satu minggu di
masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan;

2. Mengolah data yang telah dikeluarkan oleh Badan
Pusat Statistik untuk dimasukkan dalam aplikasi yang
diberikan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian
Pertanian Republik Indonesia;

3. Melakukan analisa dan verifikasi terhadap hasil data
yang telah diolah dalam aplikasi;

4. Menetapkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH);

S. Membuat laporan dan Buku Skor Pola Pangan
Harapan (PPH) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

: Segala biaya akibat ditimbulkan sebagai dikeluarkannva

Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada
Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan
Penyusun Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun Anggaran
2018;

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
Pada tangg;

ainan
DJuli 2018

|

BUPATI SELATAN,
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\
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HEHH@J ORI
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PANGANHARAPAN

1 601/35% [Kpta/BPT-PE/2018
1 JULI 2018

 FPEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SKOR POLA
KABUPATEKPESISIR

SELATAN TAHUN 2018

Kauma-Numa Keanggotann Tim Penyusun Bkor Pola Pangan Harupun
Kabupaten Pesislr Belatan Tahun 2018

NO KNAMA  JABATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM
1. | Hendrajoni, S.H.M.H. Bupati Pesisir Selatan | Penanggung
b Jawab
2. Drs. Rusma Yul Anwar, M Pd | Wakil Bupati ‘Kabupaten Pesisir Wala)
Selatan Penanggung
R L ) . e T e R e S — . Ja“‘b
3. Ir. Ernizon, MT Sekretanis  Daernh Knbupawn " Koordinator
Pembina Utama Madva (IV/d) | Pesisir Selatan
I NIP._ 19630323 1990031005 | o
4. Rusdianto, SH. M. Hum Asisten Perekonomian  dan T Ketua
| Pembina Utama Muda (IV/c) PembangunanSekretariat
NIP. 19651111 199003 2 006 | Daerah Kabupaten Pemsir
)  Selatan - S
8. Yozki Wandn, S.P1. M.Si l\cpnln “Badan  Perencansan | Wakil Ketua
Pembina Tk [ (IV/b) Daerah Penelitian dan
' NIP. 19750101200003 1 003 PengembanganKabupaten
| Pesisir Selatan |
6. . hrpnln Dinas Pangan Kabupaten | Sekretans
, Pembina Tk | {IV/Db) | Pesisir Selatan
_ | EIE_J‘JTOONI 199403 1 004 R N
|_7_.' Akusum Rahmadani, SST MM Kepala Bidang Konsums: Dan Angpota
Pembina (IV/a) KReamanan Pangan pada Dinas
NIP. 19790810 200312 2006 | Pangan Kabupaten Pesinir
S . S{h(nn - - — - — e — S T _
B. |Ir Nurul Andriana Kepala Badan Pusat Statisuk |  Anggota
| Penata (111/d) Kabupaten Peaisir Selatan
,__’_HIP 19681109 199303 2 001 | _ _ - D B
,W"QM | Reni Susannt, S Pr. M8 Kepala Seksi Penganekamgaman ’; Angaota
| : Penata Tk 1 (111/d) Konsumsi Pangan pada Dinas |
| | KIP. 19750417 200701 2 003 Pangan Kabupaten Pestsy l
1 B | Selatan . |
10, | Novient, SE Kepala Seksi statistik Pmduku; Anggota
' Penata (11 /c) Badan Pusat Suansuk
NIP 10740921 199401 2001 | Kabupaten Pesisir Selatan N
11 | Ryche Pranita 85T Stal Sekad Integrasi l\-nqolat'anl Anggota

‘rm.u Muda (111 /a)
NIP 19910317 201311 2 00)

l
b

i o e e . 8 e b A s 411,

dan Diseminasi Statistik Badan |
Pusat Statistik

| Pesisir Sclatan

Kabupaten | ;
l
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12. | Rahmi Hamda Sari, S.St Kepala Sub Bagian Perencanaan, | Sekretariat
Penata (Il /c) Keuangan dan Pelaporan pada
NIP. 19850921 200501 2 002 | Dinas Pangan Kabupaten Pesisir
Selatan
13. | Azmanita, SH Penganalisis Pangan pada Dinas | Sekretariat

Penata Tk I (I11/d)
NIP. 19631013 198602 2 003

Pangan Kabupaten F‘Yisir
Selatan

BUPATI PEFHSIR SELATAN,

v

HE ONI
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